ABSTRAK

Zaid Kaisar:

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap praktik wanprestasi berupa
pengalihan akun mitra pada layanan transportasi online Gojek kepada pihak ketiga
tanpa persetujuan tertulis. Praktik pengalihan akun ini memicu ketidaksesuaian
identitas yuridis antara subjek hukum yang mengikatkan diri dalam perjanjian
kemitraan dengan pelaku riil yang mengoperasikan layanan di lapangan.
Permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada keabsahan hukum
pengalihan akun, pemenuhan unsur wanprestasi berdasarkan klausula baku
kemitraan, serta implikasi yuridisnya terhadap aspek perlindungan konsumen.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual
approach), serta pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus dalam
penelitian ini dikorelasikan langsung dengan regulasi yang berlaku guna membedah
secara konkret bagaimana norma hukum positif diterapkan terhadap pelanggaran
kontrak kemitraan digital.

Analisis dalam penelitian ini dibedah menggunakan Teori Kepastian Hukum untuk
menguji konsistensi dan daya ikat klausula baku perjanjian, serta Teori Efektivitas
Hukum untuk mengukur sejauh mana penegakan aturan internal perusahaan dan
sanksi hukum mampu meminimalisasi praktik pelanggaran tersebut di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pengalihan akun secara sepihak
memenuhi unsur-unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), karena mitra telah melalaikan
kewajiban pokoknya untuk menjaga kerahasiaan dan personalisasi akun. Akibat
hukum dari wanprestasi ini memberikan kewenangan sah bagi pihak Gojek untuk
melakukan pemutusan hubungan kemitraan sepihak dan/atau menuntut ganti rugi
berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata.

Kesimpulannya ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, praktik ini secara nyata melanggar hak konsumen
atas keamanan, kenyamanan, dan kepastian layanan akibat adanya potensi
penyalahgunaan data pihak ketiga. Sebagai solusi hukum, optimalisasi mekanisme
mediasi non-litigasi dan penerapan sistem pengawasan digital berbasis biometrik
wajah oleh perusahaan dinilai paling efektif untuk menegakkan kepastian hukum
serta melindungi hak-hak konsumen.

Kata Kunci: Wanprestasi, Pengalihan Akun, Kemitraan Digital, Perlindungan
Konsumen, Kepastian Hukum



